KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan
keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar dan untuk memenuhi
tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian
Pelasanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026
pada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu
untuk menetapkan Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Bagian Anggaran 076
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar Penetapan Kuasa
Pengguna  Anggaran/Pengguna Barang Bagian
Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026;

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/kepulauanselayar



Mengingat

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang  Perencanaan = Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 347);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
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Menetapkan

KESATU

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Belanja Negara serta Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023
tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/
Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt)j Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG BAGIAN ANGGARAN 076 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR TAHUN 2026.
Menunjuk/menetapkan :
Nama : Ahmad Basri
NIP : 19770715 200912 1 005
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar
Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang Bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.
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KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
diberikan Honorarium yang besarnya berpedoman pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian
Anggaran 076 Tahun 2026.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran
076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dgngan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

N

~=Bustanuddin

//
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 3
TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
KUASA PENGGUNA  ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG BAGIAN
ANGGARAN 076 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG BAGIAN ANGGARAN
076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2026
T S ~ HONORARIUM
Hale o ey PER BULAN
Ahmad Basri | 19770715 200912 1 005 | Sekretaris KPU Kabupaten | o 745 90
Kepulauan Selayar

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala Suly Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/kepulauanselayar



